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PUTUSAN

Nomor [ -A Bag!
Zal= s 2
’@‘@M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

I - p-t/tanggal lahir Seririt, 07 Juli 1985, umur 38
tahun, NIK. | GG 202ma Islam, pendidikan
terakhir SMP, pekerjaan || ]I tcmpat tinggal di
|
I <:bupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone
B J2am hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email || EGCcNGEE
sebagai Penggugat;

melawan

I < oat/tanggal lahir Bondowoso, 5 Maret 1993, umur
31 tahun, NK. |G 20202 Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan || Il bertempat
tinggal di | EECG——
|
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone
I o:om hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email || G

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di

muka sidang;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 29 April
2024 dengan register perkara Nomor ||l PA Bagl, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [l Kabupaten Bangli,
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor [ GzGzNG.
tanggal 11 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

kos-kosan yang beralamat di || GTcNEE
I <cbupaten Bangli, Provinsi Bali,
selama 3 tahun, setelah itu Penggugat pindah lagi ke rumah orang tua
Penggugat yang beralamat di | GTGNGEEEEEEEEEEEEEEEE
I K:=bupaten Bangli, Provinsi Bali, sampai sekarang dan Tergugat
pindah ke rumah Kakak Sepupu Tergugat yang beralamat di || | || | 9 JEIE
/!
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sampai sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami/isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama :

3.1 . o< puan, lahir di Bangli pada tanggal 20 Januari
2015;
Bahwa anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
bahagia, namun sejak bulan Maret tahun 2020, sering terjadi perselisihan
dan percekcokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan
dan percekcokan tersebut adalah disebabkan karena :

4.1 Tergugat merasa keberatan dan menghabiskan uang saat Penggugat
menyekolahkan anak Penggugat dengan suami sebelumnya;
4.2 Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak bulan Juli tahun
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2023;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi tanggal 31 bulan
Desember tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pertengkaran, dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan
mulai saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang
sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan
sebagai suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga
Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan,
namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, Penggugat sudah
tidak ingin hidup berumahtangga dengan Tergugat sehingga Penggugat
ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara
ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([ EGTGcTcTcNGGEEEE)
terhadap Penggugat ()

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
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(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sabh;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha
memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran perkara aquo dilaksanakan
secara e-court, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan
asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian
antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang
disampaikan oleh Penggugat melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibaca dan kemudian
pemeriksaan perkara terhadap gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun
meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan
secara elektronik dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari
Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.Bagl|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK | T2nggal 01 Juli
2012, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor | I 120902l 02 Januari
2024, atas nama Kepala Keluarga | lTerougat), yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor | ]l Tanggal 11 Juni 2014,
atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor
Urusan Agama Kecamatan [JJJll] Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi

tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. [ <ot dan tanggal lahir [ 31
Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan | Gz
Bl tcmpat kediaman di [
I  <abupaten Bangli, Provinsi Bali, di

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah isteri paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di | I
I <abupaten Bangli, Provinsi Bali, kemudian

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.Bagl|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpidah-pindah dan terakhir tinggal kembali di |Gz
I (<cbupaten

Bangli, Provinsi Bali;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
1 (satu) orang anak bernama || G

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang
ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi
bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak tiga tahun lalu;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat antara lain karena masalah Uang
(ekonomi), utang-piutang dan masalah anak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan,
Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Selain itu, sebelumnya
Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tetapi kembali lagi;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat masih tinggal di
!
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sedangkan Tergugat tinggal
berpindah-pindah tempat tinggal karena tempat bekerja Tergugat
sering berpindah-pindah;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah
datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat,
dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, untuk
memenuhi kebutuhannya Penggugat berjualan kue;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun

kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
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2. I cpat dan tanggal lahir [ 12 Februari

1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan || G0 tcmpat

kediaman i |

I <abupaten Bangli, Provinsi Bali, di persidangan saksi tersebut

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah keluarga Tergugat (duapupu Tergugat);

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal cii |
I <abupaten Bangli, Provinsi Bali, kemudian
berpidah-pindah dan terakhir tinggal kembali di | EGzNG
I <abupaten
Bangli, Provinsi Bali;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
1 (satu) orang anak bernama || GcIGIEGIGNG

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang
ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal, tapi Tergugat pernah cerita kepada saksi jika
Penggugat mau mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan,
Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat tidak keberatan
bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, Tergugat
meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat masih tinggal di
!

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sedangkan Tergugat tinggal
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berpindah-pindah tempat tinggal karena tempat bekerja Tergugat
sering berpindah-pindah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat
masih sering berkomunikasi selama berpisabh;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan
nafkah pada Penggugat sejak berpisah;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat untuk rukun

kembali bersama Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat tersebut
selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang
perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49
huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Bangli, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili
perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat

adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan [l Kabupaten Bangli, dengan demikian
Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat
ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya
untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan
resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan
alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat
kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Juncto
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan
upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan
tidak menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasanya untuk hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh
karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan persidangannya tetap dilanjutkan
secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([l

I <rhadap Penggugat ()

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.Bag|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas
dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat,
yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
dan tidak dapat dirukunkan kembali dengan sebab-sebab sebagaimana telah
diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah
mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal
31 bulan Desember tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pertengkaran, dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan mulai
saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang sehingga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami
isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat/tertulis, masing-masing bertanda P.1, P.2,
dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Penggugat
tersebut terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3,
semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat/tertulis tersebut
secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah
berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh
didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh
karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini
sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Hakim
akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut, baik bukti
surat/tertulis maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal
301 R.Bg., telah dinyatakan bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan
(turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan
kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang
selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya”;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk NIK | I 120002l 01 Juli 2012, atas nama
Penggugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.1
tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna
dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat saat ini tinggal di | GcIEIINGIGNGNGE

I <-Hupaten Bangli, Provinsi Bali;
Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor

I 2002 02 Januari 2024, atas nama Kepala Keluarga

). Cukii tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti
P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian
sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu tinggal
bersama dii |
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah
B 2002 11 Juni 2014, atas nama Penggugat dan
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Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
untuk itu, yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan [l Kabupaten
Bangli, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.3 tersebut merupakan akta
otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat
dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah
memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu
dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang
telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim
berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut
merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan
pembuktiannya adalah bersifat bebas (vrij bewijs kracht);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan semua
alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat/tertulis maupun saksi,
dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama _;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
dengan bertempat tinggal bersama di ||| GcGcNGNEEEEEEEEEE
I <-bupaten Bangli, Provinsi Bali, namun
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sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah
kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat berjualan
kue;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan
memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan
tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah
tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa
saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara
Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat
bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah
terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telah sesuai
dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang
mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami isteri sudah tidak
tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,
maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan
Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Quran adalah untuk
membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah
SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

= A _— T v 2 - - 2 .lﬁ,,l_ 2 ___.-'__‘_ﬁ_ - -
853 Lol Jar 3 Ll 18T ol 250l ST Gl Lanls U

- inl IT.--.-- ="" - a a %;-"-‘.__.__
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i -
Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa
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kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak
harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan
bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud
dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim
berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika
tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir
dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih
dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.
3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun
2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([ GcNGNGNGNGG
terhadap Penggugat ([N

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama
Bangli pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 27 Dzulgo’dah 1445 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.H.l., M.H.I.,
Hakim Pengadilan Agama Bangli. Putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan
kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh
Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HL.

Panitera Pengganti,

ttd

AHCMAD RISAL FAHLEVI, S.H.
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Rincian Biaya Perkara :
. Biaya Pendaftaran 'Rp 30.000,00

1

2. Biaya Proses 'Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan 'Rp 32.000,00

4. PNBP Panggilan Pertama 'Rp 20.000,00

5. Biaya Redaksi 'Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



